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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapakan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Riau 

khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitisn dengan manajemen pengelolaan 

aset oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (studi 

pelaksanaan pengamanan aset mobil dinas) adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pengelolaan Aset 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengamanan Aset 

Daerah di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Yaitu Pengamanan Fisik, Pengamanan Administratif, dan 

Tindakan Hukum. 

2. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari ketiga variabel (pengamanan fisik, 

pengamanan administratif, dan tindakan hukum), dapat diketahui bahwa 

Analisis Manajemen Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah dalam pengamanan aset daerah secara umum masuk dalam 

kategori “Sedang”. dimana terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada  

Pengamanan Administratif dengan mean = 2,47 dan dengan nilai standar 

deviasi (SD) = 0,79 masuk dalam kategori “Sedang”, sedangkan yang 
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memiliki nilai mean yang paling rendah adalah pada Penerapan Hukum 

dengan mean = 2,34 dan dengan standar deviasi (SD)  = 0,83 yang masuk 

dalam kategori “Sedang”. 

3. Faktor penyebab penghambat pengembalian aset daerah di Pemerintah 

Provinsi Riau adalah   Rendahnya anggaran APBD, kurangnya data 

pendukung aset, dan Kesalahan Persepsi para pengguna aset yang sudah 

membudaya. 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai Analisis Strategi Manajemen Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengamanan Aset (Studi Kasus di 

Pemerintah Provinsi Riau) adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah agar lebih gencar lagi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan 

aset daerah terutama dalam penerapa hukum terhadap aset yang 

bermasalah. 

2. Penulis menyarankan agar pihak pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah agar lebih meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap 

aset milik daerah di setiap OPD. 

3. Penulis menyarankan agar pihak pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah agar lebih mempertegas sanksi yang diberikan kepada pejabat 

yang tidak juga mengembalikan aset daerah yang bukan haknya. 
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4. Penulis menyarankan agar pihak pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah agar lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan 

pengamanan aset daerah 


